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Abstrak 
Meningkatnya kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadikan perlindungan, pencegahan dan 
penanganan kekerasan perlu dimulai dari tingkat komunitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
upaya penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan di tingkat masyarakat dengan 
pendekatan community-based protection. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui 
focus group discussion kepada MOTEKAR di Kabupaten Bandung Barat sebagai kader pencegahan dan 
penanganan kasus kekerasan. Analisis data menggunakan analisis tematik untuk menelaah upaya 
penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan di tingkat masyarakat yang dilakukan oleh 
MOTEKAR di Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penguatan 
perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan yang dilakukan oleh MOTEKAR melalui pendekatan 
community-based protection menggunakan tiga tahapan yaitu pencegahan, penanganan, dan 
pemberdayaan. Kolaborasi MOTEKAR di Kabupaten Bandung Barat dalam upaya perlindungan anak 
dan perempuan dari kekerasan dilakukan dengan multi-stakeholder melibatkan pemerintah daerah 
sampai lembaga pendidikan. Kebaruan penelitian ini menjadikan penguatan sistem perlindungan anak 
dan perempuan dapat dilakukan dengan keterlibatan mulai dari tingkat akar rumput dengan 
keterlibatan masyarakat. 
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Abstract 
The increase in violence against children and women makes it necessary to start protection, 
prevention, and handling of violence at the community level. This study aims to analyze efforts to 
strengthen the child and women’s protection system at the community level using a community-based 
protection approach. A qualitative approach with a case study method through focus group 
discussions with MOTEKAR in West Bandung Regency as cadres for the prevention and handling of 
violence cases. Data analysis uses thematic analysis to examine efforts to strengthen the child and 
women’s protection system at the community level carried out by MOTEKAR in West Bandung 
Regency. The results show that the form of strengthening the protection of children and women from 
violence carried out by MOTEKAR is carried out using a community-based protection approach using 
three stages: prevention, handling, and empowerment. MOTEKAR collaboration in West Bandung 
Regency in efforts to protect children and women from violence is carried out with multi-stakeholders 
involving local governments to educational institutions. The novelty of this study is that strengthening 
the child and women’s protection system can be done with involvement starting from the grassroots 
level with community involvement. 
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Pendahuluan 
Kompleksitas isu kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi persoalan serius khususnya 
di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung 
Barat menunjukkan adanya pelaporan kasus yang sedang ditangani di tahun 2025 ini sebanyak 54 
kasus kekerasan. Berdasarkan jumlah tersebut, menurut Kabid Pemerdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PPA) DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat mengungkap bahwa, kasus kekerasan 
yang masih tinggi yakni, kekerasan terhadap anak, sisanya kasus kekerasan terhadap perempuan, 
KDRT, trafficking, hingga bullying (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung 
Barat, 2024). Permasalahan kekerasan di masyarakat menggambarkan realitas permasalahan 
multidimensional yang berdampak pada kualitas hidup korban, sehingga menempatkan mereka pada 
posisi yang rentan. Kasus kekerasan yang terlapor juga hanya sebagian besar karena seringkali banyak 
kasus yang tidak tercatat karena adanya stigma sosial sampai kepada keterbatasan layanan dan 
mekanisme pelaporan kasus kekerasan di tingkat masyarakat (Nurbayani et al., 2024; Murvartian et 
al., 2023).  

Upaya dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan saat ini terpusat pada pendekatan formal 
yang dilakukan oleh pemerintah. Pendekatan ini belum efektif karena seringkali proses pencegahan 
dan penanganan kekerasan di masyarakat menemui kendala baik dalam keterbatasan sumber daya 
manusia, anggaran, dan kesenjangan akses layanan. Pencegahan kekerasan di masyarakat belum 
efektif dilakukan, karena proses sosialisasi pencegahan seringkali masih dilakukan secara formal dan 
kaku, sehingga proses pencegahan belum dilakukan secara partisipatif. Sementara penanganan 
kekerasan di masyarakat juga proses yang dilakukan masih menggunakan pendekatan birokrasi yang 
panjang, sehingga menyebabkan penanganan kasus tidak dilakukan secara cepat dan empatik. Kondisi 
ini menjadikan upaya perlindungan kekerasan tidak efisien, dan banyak kasus yang tidak ditangani 
secara serius dan tuntas. Seringkali layanan formal dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus 
kekerasan di masyarakat menunjukkan permasalahan di tingkat birokrasi yang prosedural, sehingga 
efektivitas perlindungan terhadap kekerasan masih terbatas (Adnan, 2025; Solihat et al., 2023).  

Layanan formal yang birokratis ini menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan pencegahan dan 
penanganan kekerasan yang responsif dengan mekanisme layanan yang berorientasi pada proses 
administrasi dibandingkan fokus pada korban. Hal ini menjadikan proses pencegahan dan penanganan 
tidak sejalan dengan urgensi situasi yang dihadapi korban dan pelayanan belum berpusat pada korban. 
Tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan menunjukkan pengabaian pada kebutuhan riil 
korban dan tidak menempatkan pada posisi empatik. Korban masih berada dalam ekosistem hierarki 
aturan birokrasi yang menjadikan mereka dihadapkan pada administrasi yang berbelit dibandingkan 
upaya perlindungan. Situasi ini menunjukkan pelayanan formal dalam pencegahan dan penanganan 
kekerasan menempatkan posisi negara tidak berpihak pada kondisi korban, sehingga pelayanan 
perlindungan mewajibkan proses administratif dibandingkan pelayanan empatik pada korban 
(Campbell et al., 2025). 

Upaya penanganan dan pencegahan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, perlunya 
pendekatan secara holistik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor dan tingkatan masyarakat. 
Tata kelola dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perlu mengarahkan pada sistem 
perlindungan yang menempatkan korban sebagai pusat layanan. Mekanisme sistem perlindungan 
perlu mereformulasi sistem yang sederhana dan adaptif dalam pemenuhan kebutuhan dan hak 
korban. Upaya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan dengan keterlibatan di 
tingkat akar rumput, yang menjadi alternatif layanan perlindungan dilakukan berbasis masyarakat 
dengan pendekatan melalui community-based protection. Community-based protection (CBP) 
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diartikan sebagai pendekatan penanganan dan pencegahan kekerasan dengan keterlibatan peran 
masyarakat sebagai aktor utama (Muntu et al., 2024). Pendekatan CBP menjadi salah satu upaya 
membangun sistem perlindungan di tingkat masyarakat, sehingga pencegahan dan penanganan 
kekerasan dapat dilakukan di tingkat akar rumput, yang mengoptimalkan peranan masyarakat dalam 
mendorong kemandirian dalam mengurangi dan menghadapi kasus kekerasan di lingkungan mereka. 
Upaya CBP dilakukan dengan melibatkan masyarakat tidak hanya proses pencegahan, tetapi juga 
penanganan kekerasan melalui identifikasi sampai pendampingan kasus kekerasan, sehingga sistem 
ini menjadi upaya penguatan jejaring sosial masyarakat (Nisa et al., 2025). Masyarakat menjadi agen 
yang menjadikan mereka dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dengan kapasitas dalam 
melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan dari dan untuk mereka. Pendekatan CBP 
dilakukan secara informal yang mana masyarakat berperan sebagai penghubung dengan sistem formal 
dalam proses penanganan kasus kekerasan di tingkat masyarakat. 

Di Kabupaten Bandung Barat pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di tingkat masyarakat 
dilakukan dengan keterlibatan peranan komunitas masyarakat yaitu MOTEKAR (Motivator Ketahanan 
Keluarga). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, keterlibatan komunitas perlu dilakukan dengan  
membangun jejaring perlindungan sosial di tingkat masyarakat. Atas dasar itulah, keberadaan 
MOTEKAR menjadi aktor di tingkat masyarakat yang menjembatani antara pemerintah dengan 
masyarakat dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga melalui sosialisasi, edukasi, hingga 
pendampingan. Kader MOTEKAR di Kabupaten Bandung Barat secara strategis memiliki peranan 
pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di masyarakat, namun keterbatasan peranan masih 
berada pada tatanan sistem tata kelola yang belum terintegrasi dengan upaya yang dilakukan 
pemerintah. Meskipun MOTEKAR menjadi agen perubahan masyarakat, namun keterlibatan mereka 
masih lemah dalam koordinasi lintas-sektor, sehingga partisipasi dan mendukung upaya penguatan 
sistem perlindungan kekerasan belum optimal. Pendekatan CBP menuntut tata kelola kolaboratif, 
yang menjadikan penguatan sistem perlindungan  terhadap kekerasan terpadu dari tingkat 
masyarakat sampai kelembagaan formal.  

Pada penelitian ini akan menganalisis upaya penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan di 
tingkat masyarakat dengan pendekatan community-based protection dengan fokus pada bagaimana 
peranan startegis MOTEKAR dalam mendukung pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. 
Kebaruan penelitian dengan menjadikan pendekatan community-based protection dianalisis sebagai 
pendekatan penguatan sistem perlindungan di tingkat akar rumput dengan keterlibatan MOTEKAR 
sebagai agen yang mendukung dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di 
masyarakat. 

Metode 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus yang fokus pada 
pembahasan bagaimana upaya penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan 
di tingkat masyarakat sebagai sebuah fenomena yang kompleks. Permasalahan kekerasan menjadi isu 
yang kompleks, sehingga penggunaan metode studi kasus dilakukan dengan mempertimbangkan 
analisis dari berbagai faktor sosial, budaya, dan kelembagaan. Penelaahan upaya penguatan sistem 
perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan menggunakan pendekatan community-based 
protection dianalisis sebagai kerangka yang fokus pada upaya bagaimana penanganan dan 
pencegahan kekerasan dilakukan dengan keterlibatan masyarakat di tingkat akar rumput. Pendekatan 
community-based protection memberikan penekanan pada metode analisis yang melihat upaya multi-
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level dalam penguatan sistem perlindungan di lingkungan masyarakat dengan melihat dimensi 
struktural dan hubungan sosial antaraktor di masyarakat (Parsons et al., 2023).  

Data primer didapatkan dari pengumpulan data Focus Group Discussion (FGD) kepada lima belas kader 
Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Kabupaten Bandung Barat. Proses FGD dilakukan pada 
tanggal 29 Juli 2025 untuk menggali pandangan dan pengalaman setiap kader MOTEKAR dalam upaya 
pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di tingkat masyarakat wilayah Kabupaten Bandung 
Barat.  Temuan hasil FGD difokuskan bagaimana melihat dinamika, tantangan, dan strategi kolektif 
yang dilakukan MOTEKAR dalam mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan di masyarakat. 
Sementara data sekunder menjadi pendukung pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah 
dokumen kebijakan melalui aturan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dan pedoman kerja 
MOTEKAR. Validasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik dan sumber data yang 
menekankan pada berbagai temuan dari data primer dan sekunder, sehingga hasil analisis dapat 
memotret temuan bagaimana penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan yang dilakukan 
MOTEKAR dari perspektif community-based protection. 

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik yang tidak hanya mengidentifikasi permasalahan 
tetapi menginterpretasi temuan menjadi pola makna. Analisis tematik digunakan menggunakan 
tahapan yang dikemukakan Braun & Clarke (2024) terdiri dari tahapan, (1) Familiarisasi data dari hasil 
temuan data primer dan sekunder; (2) Generalisasi kode dengan memberikan kode pada temuan data; 
(3) Pembuatan tema dengan mengorganisasikan setiap kode menjadi tema yang lebih luas; (4) Review 
tema dengan membuat keterhubungan tema; (5) Definisi makna yang dihasilkan dari temuan setiap 
pola tema; dan (6) Laporan yang menarasikan temuan penelitian (Ahmed et al., 2025). Berikut 
ditampilkan pada Tabel 1 analisis data tematik yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Tahapan Penelitian 

Tahapan Tujuan Output 
Familiarisasi data Menganalisis data dan melakukan 

pemetaan pola temuan hasil FGD 
dan analisis dokumen 

Catatan temuan dari transkrip hasil FGD dan 
temuan analisis dokumen 

Generalisasi kode Mengidentifikasikan temuan menjadi 
kode sesuai tujuan penelitian 

Membagi temuan jadi kode setiap informasi 

Pembuatan tema Mengorganisasikan kode menjadi 
temuan yang lebih luas 

Membagi tema yang terbagi dalam tema 
pencegahan, penanganan, pemberdayaan, 
dan kolaborasi antar-aktor. 

Review tema Melakukan pemeriksaan konsistensi 
dan kesesuaian tema dengan tujuan 
penelitian 

Memverifikasi pola tema setiap data dengan 
melihat keterhubungannya. 

Definisi makna Melakukan pendefinisian setiap 
tema untuk diinterpretasikan 

Mendeskripsikan hasil interpretasi setiap 
tema dengan kerangka analisis community-
based protection  

Laporan Menyusun narasi temuan penelitian Laporan analisis mengenai community-based 
protection dalam penguatan sistem 
perlindungan kekerasan di masyarakat 

Sumber: Konstruksi Peneliti (2025)  
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Hasil dan Pembahasan 
MOTEKAR sebagai Agen Community Protection Task Force 
Keberadaan MOTEKAR dibentuk atas dasar kebutuhan aktor di tingkat masyarakat yang berkontribusi 
pada penguatan ketahanan ketahanan keluarga di tingkat komunitas. Dasar terbentuknya MOTEKAR 
dilandasi oleh dukungan kebijakan yang dikeluarkan Provinsi Jawa Barat. Seiring dengan berjalannya 
waktu peranan MOTEKAR khususnya di Kabupaten Barat dilibatkan oleh Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bandung Barat dalam 
melaksanakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Kader MOTEKAR dipilih sebagai aktor 
yang mendukung penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan yang seringkali 
terjadi di masyarakat. Pelibatan MOTEKAR secara partisipatif dalam pencegahan dan penanganan 
kasus kekerasan secara strategis berada dalam lingkup akar rumput, yang bertujuan merespon 
kebutuhan aktor dalam upaya melakukan advokasi, intervensi, dan pendampingan kasus kekerasan di 
Kabupaten Bandung Barat. Aktor akar rumput dalam pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi 
upaya preventif dan responsif yang mendukung ekosistem perlindungan anak dan perempuan 
(Wessells & Kostelny, 2025).  

Keterlibatan MOTEKAR sebagai kader masyarakat dapat menjembatani antara kebutuhan masyarakat 
dengan layanan pada struktur formal pada upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Pada 
praktiknya implementasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di masyarakat memiliki 
permasalahan gap dalam layanan, sehingga keberadaan MOTEKAR ini dijadikan aktor yang berperan 
menghubungkan masyarakat dengan struktur formal tersebut. MOTEKAR menjadi agen dalam 
community task force atau kader perwakilan masyarakat yang menyuarakan dan mengarahkan 
layanan masyarakat dapat dilakukan secara responsif. Keterlibatan MOTEKAR dalam upaya 
pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dapat diartikan sebagai upaya pemberdayaan 
masyarakat secara partisipatif yang mengkoordinasikan dukungan pada sistem perlindungan optimal 
sebagai sumber daya dalam modal sosial. Modal sosial sumber daya yang terbentuk dari jaringan relasi 
sosial dapat membuat sistem perlindungan saling mendukung dari mulai pencegahan sampai 
penanganan sebagai upaya aksi kolektif secara simbolik (Halstead et al., 2022). MOTEKAR tidak hanya 
sekadar melakukan peranannya sosialisasi, advokasi, intervensi, hingga pendampingan, tetapi 
keberadaan mereka diartikan sebagai pendukung sistem penguatan sumber daya di masyarakat dalam 
merespon kekerasan di masyarakat. 

MOTEKAR yang terbentuk dari dan untuk masyarakat menjadikan penguatan sistem perlindungan 
anak dan perempuan dari kekerasan dilakukan dengan basis kepercayaan. Kepercayaan menjadi 
modal sosial yang penting sebagai bagian dari kapasitas kolektif dalam komunitas yang dibangun atas 
dasar relasi sosial (Maulana & Wardah, 2023). Peranan MOTEKAR menjadi agen yang berkontribusi 
pada sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan memungkinkan pencegahan dan 
penanganan kekerasan dilakukan sesuai kebutuhan dan pelayanan yang responsif. Upaya pencegahan 
dan penanganan kekerasan di masyarakat mengarahkan upaya intervensi kolaboratif sebagai modal 
sosial yang mencakup adanya jaringan, kepercayaan, dan norma sosial (Malihah et al., 2023; Gram et 
al., 2021). MOTEKAR dapat menjadi agen yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi kultural yang 
memposisikan mereka mengimplementasikan pendekatan partisipatif dan horizontal dalam 
pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat akar rumput.  

Pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan selaras dengan pendekatan informal yang jauh dari 
praktik birokratis dan hierarkis, yang menjadikan adanya partisipasi kolektif masyarakat mendukung 
upaya sistem perlindungan dari kekerasan secara optimal. Upaya perlindungan anak dan perempuan 
dari kekerasan yang dilakukan menempatkan MOTEKAR sebagai agen yang memiliki modal sosial 
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dalam pemberdayaan ketahanan sosial di masyarakat. Pencegahan dan penanganan kekerasan yang 
dilakukan mengarahkan upaya agen komunitas dengan jaringan sosial, kepercayaan, dan norma 
sebagai modal sosial dalam mendorong sistem perlindungan berkelanjutan. MOTEKAR menjadi agen 
yang menjadikan pencegahan dan penanganan kekerasan membangun kapasitas sosial melalui praktik 
strategis dengan memperkuat legitimasi mereka sebagai bagian dari struktur sistem perlindungan 
partisipatif. 

Mekanisme Implementasi Community-Based Protection di Kabupaten Bandung Barat 
Mekanisme penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di Kabupaten 
Bandung Barat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan Community-based Protection 
(CBP). Pendekatan CBP yang mendukung sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, 
dengan melibatkan aktor yang berasal dari masyarakat yaitu MOTEKAR sebagai kader masyarakat. 
Implementasi CBP dalam mendorong  penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari 
kekerasan dilakukan secara partisipatif melalui pemanfaatan sumber daya manusia berasal dari 
masyarakat. Partisipasi masyarakat dengan pendekatan bottom-up menjadikan masyarakat berperan 
sebagai penggerak utama yang memungkinkan intervensi relevan dengan kebutuhan masyarakat 
(Munawaroh & Hendrastomo, 2021). Pada pendekatan CBP partisipasi masyarakat dijadikan acuan 
sebagai pusat tindakan, sehingga implementasi dalam penguatan sistem perlindungan anak dan 
perempuan dari kekerasan dilakukan secara adaptif. Penguatan sistem perlindungan anak dan 
perempuan dari kekerasan dalam CBP menekankan pada upaya pembangunan kesadaran kolektif. 
Implementasi CBP menunjukkan upaya pengorganisasian komunitas lokal yang melibatkan MOTEKAR 
sebagai agen, sehingga dalam upaya kebutuhan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan 
dilakukan dengan mencakup tiga proses yaitu, (1) Pencegahan; (2) Penanganan; dan (3) 
Pemberdayaan. 

Tahapan pencegahan menempatkan proses penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari 
kekerasan dilakukan dengan menjadikan MOTEKAR sebagai agen yang berkontribusi mendukung 
sosialisasi dan advokasi. Metode yang dilakukan secara partisipatif dan melibatkan pembentukan 
kesadaran kolektif untuk mendukung upaya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di 
lingkungan masyarakat. Bentuk intervensi preventif dilakukan dengan pendekatan relasional sehingga 
penyampaian pencegahan kasus kekerasan disampaikan dengan interaksi non-hierarkis (Hibbin, 2023). 
Keberadaan MOTEKAR yang terdiri dari perwakilan anggota masyarakat, menjadikan upaya 
pencegahan dilakukan dengan kedekatan sosial, sehingga upaya pencegahan dapat membentuk 
kesadaran dan partisipasi kolektif dalam pencegahan kasus kekerasan di masyarakat. Pencegahan 
yang dilakukan dari masyarakat dan untuk masyarakat menjadikan upaya proses penguatan sistem 
perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di masyarakat dapat dilakukan secara empatik dan 
membangun kepercayaan sebagai metode preventif. Dengan membangun modal sosial lokal yang 
dimulai dari masyarakat, keluarga, dan tetangga menjadikan upaya pencegahan kekerasan tidak 
hanya bergantung pada advokasi dan sosialisasi yang dilakukan melalui kelembagaan formal (Shantini 
et al., 2022). 

Tahapan penanganan dalam kasus kekerasan seringkali dilakukan oleh institusi formal baik itu dinas 
maupun lembaga penegak hukum. Namun seringkali penanganan secara formal dilakukan secara 
birokratis yang menjadi hambatan dalam penanganan kekerasan yang perlu respon yang cepat. Upaya 
perlindungan korban kekerasan perlu menjadi intervensi utama, sehingga keterlibatan MOTEKAR 
menjadi agen di masyarakat yang dapat memberikan intervensi awal dan memberikan pendampingan 
untuk mengakses layanan formal. Mekanisme intervensi dalam proses penanganan sosial dilakukan 
dengan upaya pendampingan psikososial, hukum, dan perlindungan sosial yang berfokus pada 
pemulihan korban (Aini et al., 2025). Proses intervensi dan pendampingan kasus kekerasan menjadi 
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proses yang melelahkan dan rentan pada stigma sosial pada korban. Hal inilah yang menjadikan 
peranan agen di masyarakat yaitu MOTEKAR sebagai aktor yang dipercaya masyarakat yang dapat 
meminimalkan dampak negatif dan fokus pada pemulihan korban. Keberadaan MOTEKAR bertindak 
sebagai aktor yang mengarahkan pendampingan korban dalam mengakses layanan baik advokasi 
hukum, kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Keterlibatan agen komunitas dalam penanganan kasus 
dapat menjadikan proses intervensi dilakukan sesuai kebutuhan yang seringkali menjadi titik lemah 
pihak eksternal (Nuradhawati, 2025). Hal ini menjadikan proses penanganan dilakukan dengan proses 
yang melibatkan pendekatan multisektoral dengan kolaborasi antar lembaga yang mendukung satu 
sama lain.  

Tahapan pemberdayaan menjadi proses terakhir dalam implementasi CBP, dengan upaya strategi 
peningkatan kapasitas MOTEKAR sebagai agen di masyarakat dalam mendukung penguatan sistem 
perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan. Pemberdayaan menjadi bentuk praktik penguatan 
jaringan sosial dengan pelibatan aktor di luar agen MOTEKAR untuk mengarahkan pada dorongan 
pencegahan dan penanganan kekerasan di masyarakarat secara responsif. Penguatan jaringan 
komunitas melalui pemberdayaan ini menjadi bentuk mitigasi risiko kekerasan yang menempatkan 
individu dan kelompok secara struktural yang memiliki kontrol intervensi pada penanganan dan 
pencegahan kasus kekerasan di masyarakat (Dickinson et al., 2021; Kiani et al., 2021). MOTEKAR 
menjadikan upaya pemberdayaan sebagai proses advokasi sosial yang tidak hanya membangun 
kesadaran kolektif, tetapi memberdayakan jaringan sosial dengan meningkatkan resiliensi sosial. 
Upaya penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, menjadikan masyarakat 
mampu mencegah, merespon, dan mengatasi risiko kekerasan secara berkelanjutan. 

Penguatan Multi-Stakeholder dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di 
Kabupaten Bandung Barat 
Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan di masyarakat menjadikan posisi MOTEKAR 
dianggap strategis. Peranan MOTEKAR menjembatani proses pencegahan dan penanganan kekerasan 
yang tidak hanya sebagai pendamping, tetapi mengarahkan MOTEKAR sebagai aktor akar rumput 
penghubungkan antara individu sebagai mikrosistem dan lembaga sebagai makrosistem.  Perspektif 
ekologi yang menempatkan keterhubungan interaksi antara aktor dalam mikrosistem dan 
makrosistem sehingga proses interaksi dilakukan secara timbal balik (Maunder, 2022). Peranan 
MOTEKAR menempatkan posisi mereka sebagai penghubung yang memfasilitasi kolaborasi, 
komunikasi, dan koordinasi dengan aktor lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan 
kekerasan. Proses penguatan multi-stakeholder yang dilakukan pencegahan dan penanganan 
kekerasan dilakukan dengan interaksi dalam jejaring sosial yang memanfaatkan modal sosial di 
masyarakat. 

Peranan MOTEKAR dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan dengan intervensi 
berbasis komunitas yang tidak hanya mentransmisikan praktik perlindungan dan menghubungkan 
mikrosistem dengan lembaga formal sehingga penguatan jaringan sosial dilakukan memediasi dan 
mengadvokasi dengan makrosistem. Pencegahan dan penanganan kekerasan seringkali terabaikan 
yang menjadikan proses minim pada akses yang responsif dan cepat. Mekanisme ganda yang 
menempatkan proses intervensi dengan penguatan multi-stakeholder dilakukan dengan ganda secara 
responsif dan preventif untuk mendukung sistem perlindungan anti kekerasan di masyarakat (Rodiyah 
& Irianto, 2024). MOTEKAR menjadi representasi agen komunitas yang terintegrasi dalam sistem 
perlindungan formal, sehingga peranannya menjembatani masyarakat dengan struktur formal dalam 
upaya penanganan kasus kekerasan. 
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Eksositem sistem perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di masyarakat mengarahkan pada 
upaya yang menyeimbangkan pendekatan responsif dan preventif dalam kerangka pencegahan dan 
penanganan yang berkelanjutan. MOTEKAR sebagai bagian dari community task force menjadikan 
penguatan yang dilakukan multi-stakeholder dengan memfasilitasi koordinasi horizontal antar 
masyarakat selaras dengan integrasi vertikal dengan lembaga formal. Penguatan multi-stakeholder 
yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan upaya intervensi yang dilakukan membangun 
ketahanan sosial dan memperkuat jaringan dan norma sosial pada sistem perlindungan di tingkat 
komunitas secara terarah. Mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di masyarakat 
mengarahkan pada jalur komunikasi dan koordinasi sampai pada sinergitas dalam penguatan sistem 
perlindungan anak dan perempuan secara berkelanjutan. 

Simpulan 
Implementasi community-based protection dalam penguatan sistem perlindungan anak dan 
perempuan dari kekerasan melibatkan peranan MOTEKAR sebagai agen yang dilibatkan dalam upaya 
pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Melalui 
tahapan pencegahan, penanganan dan pemberdayaan proses penguatan sistem perlindungan anak 
dan perempuan dari kekerasan dilakukan dengan pendekatan relasional, struktural, dan kultural 
sebagai bagian dari strategi preventif dan berkelanjutan. Penguatan sistem perlindungan anak dan 
perempuan dengan melibatkan pendekatan partisipatif dari masyarakat untuk masyarakat. Hal ini 
menjadikan keberadaan MOTEKAR bertindak dalam menjembatani antara keberadaan masyarakat 
sebagai mikrosistem dengan lembaga formal sebagai makrosistem dalam pencegahan dan 
penanganan kekerasan di masyarakat. Modal sosial yang dimiliki MOTEKAR terdiri dari jejaring sosial, 
kepercayaan, dan norma sosial memperkuat peranan mereka yang menjadikan upaya sistem 
perlindungan kekerasan dilakukan di tingkat akar rumput dan pendekatan bottom-up secara responsif. 
MOTEKAR tidak hanya menjadi agen komunitas yang mendorong penguatan sistem perlindungan 
anak dan perempuan dari kekerasan, tetapi menjadi mediator dan penguat kapasitas sosial. Pada 
penelitian ini kekuatan penelitian merujuk pada analisis institusi berbasis masyarakat, yang mana 
keberadaan MOTEKAR sebagai agen pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di masyarakat 
belum banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Hal ini menjadikan penelitian ini memaparkan praktik 
nyata pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara akar rumput. Di sisi lain, 
kelemahan penelitian ini belum fokus pada penggalian data secara mendalam dari perspektif 
masyarakat sebagai penerima intervensi MOTEKAR. Hal ini menjadikan kelemahan proses triangulasi 
informan yang hanya dilakukan kepada MOTEKAR sebagai pemberi intervensi. Perlunya pelibatan 
masyarakat sebagai penerima intervensi dapat dilakukan pada penelitian yang akan datang untuk 
memperkaya hasil penelitian lebih mendalam. 
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